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BKD Provinsi Riau

JAKARTA - Dengan terbitnya Peraturan Menteri
PANRB Nomor 25 Tahun 2016 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai
Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Instansi
Pemerintah, mulai Januari 2017 jabatan
fungsional umum aparatur sipil negara (ASN/PNS)
tidak berlaku lagi. Mulai dari pengadaan sampai
pemberhentian PNS harus disetarakan dan
menggunakan nomenklatur jabatan pelaksana.

Untuk itu, seluruh instansi pemerintah pusat
maupun daerah harus fokus kepada jabatan
pelaksana. Sehingga tidak ada lagi jabatan lain.
“Selama ini kita menggunakan jabatan fungsional
umum, dan sesuai dengan UU ASN itu sudah tidak
berlaku lagi. Jadi kita sudah menggunakan
nomenklatur jabatan sesuai dengan Permen
PANRB Nomor 25, kata Kepala Bidang
Perencanaan SDM Aparatur Kementerian PANRB,
Syamsul Rizal.

Dalam pasal terakhir Permen PANRB 25 itu
disebutkan bahwa ada penyetaraan nomenklatur
jabatan. Semua nomenklatur jabatan fungsional
umum yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri
ini berlaku, harus dibaca dan diartikan
nomenklatur Jabatan Pelaksana, ujarnya.

Untuk it nemerintah daerah diminta seeera
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No.580, 2019 KEMENAG. Tunjangan Kinepa. Pembenan.

m

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Presiden Nomor 130 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja
Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pemberian
Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomeor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

3. Prraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

www peraturan.go.id
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4. Prraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

3 Daentisenes Deanidan Alamas 130 Tahoes N8 tanrann
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dibayarkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari
jumlah Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan
terakhir yang diduduki sejak terbitnya surat penugasan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
mulai bulan ke tujuh sampai dengan kontrak selesai.

Pasal 24

{1) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang diangkat sebagai
pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi,
dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja
pada Kelas Jabatannya dengan tunjangan profesi pada
jenjangnya.

(2) Dalam hal tunjangan profesi yang diterima scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari pada Tunjangan
Kinerja pada Kelas Jabatannya, dibayarkan tunjangan
profesi pada jenjangnya.

(3) Tunjangan Kinerja bagi dosen dan guru PNS yang belum
bersertifikat pendidik dibayarkan sebesar 50% (lima
puluh per seratus) dari Kelas Jabatannya,

(4) Tunjangan Kinerja guru yang diangkat dalam golongan Il
(dua) dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus) dari
Kelas Jabatannya yang disetarakan dengan Kelas
Jabatan 5.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai selisih Tunjangan
Kinerja bagi dosen dan guru PNS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris
Jenderal.

BABV
PELAPORAN

Pasal 25
(1) Pelaporan kehadiran dan capaian kinerja dilakukan
sccara berkala setiap bulan.
(2) Prlaporan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh pejabat yang menangani rekam
kehadiran.

www.peraturan.go.id
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Pasal 26
Tunjangan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri ini dibayarkan terhitung mulai bulan Mei 2018,

O O <
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PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

2016, No.920

NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan
Presiden Nomor 154 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja
Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pemberian,
Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai
pada Kementerian Agama;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang
Pemberhentian/Pemberhentian  Sementara  Pegawai
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2799);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

www peraturan.go.d

3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5121);
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(2) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang dibebaskan dari
Jabatan karena melaksanakan tugas belajar dibayarkan
sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah tunjangan
kinerja yang diterima dalam jabatannya sampai bulan ke-
6 (enam) sejak melaksanakan tugas belajar,

(3) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang berasal dari luar
instansi Kementerian Agama dengan status dipekerjakan
dan tidak dibayarkan tunjangan kinerja dari instansi
induknya, dibayarkan 100% (seratus persen) dari kelas
jabatannya.

(4) Tunjangan Kinerja bagi dosen dan guru PNS yang belum
bersertifikat pendidik dibayarkan sebesar 1007% (seratus
persen) dari kelas jabatannya.

(5) Tunjangan Kinerja guru yang diangkat dalam golongan 11
(dua) dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari
kelas jabatannya yang disctarakan dengan kelas Jabatan
fungsional terampil.

{6) Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Agama yang
diangkat sebagai pejabat  fungsional tertentu dan
mendapatkan tunjangan profesi, dibayarkan sebesar
selisih antara tunjangan kinerja kelas jabatannya dengan
tunjangan profesi pada jenjangnya.

(7) Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) lebih besar daripada tunjangan
kinerja pada kelas jabatannya atau sebaliknya, yang
dibayar tunjangan profesi pada jenjangnya.

Pasal 11

(1) Penambahan Tunjangan Kinerja diberikan 50% (lima
puluh persen) dari selisih tunjangan kinerja kelas jabatan
di atasnya bagi Pegawai yang mendapatkan nilai capaian
kinerjanya sangat baik.

(2) Penambahan Tunjangan Kinerja scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan pada awal bulan tahun
berikutnya.

www peraturan go.id
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Pasal 12
(1) Pengurangan Tunjangan Kinerja diberlakukan kepada:
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DATA TUKIN GURU MADRASAH KOTA DAN KAS PEXALONGAN BELUM DI BAYARKAN GOL 2

Provinil Jawa Tengah

KEMENAG
NO PROVINSI KABUPATEN / NAMA LENGKAP LEVEL 57:::5 NUPTK/Peg Id NIP e Total Sehuh TUKIN
KOTA tgl_cpms tgl_pms

1 Jawa Tengah | Kou Pelalongan |Suprivanto, S PAL GURL ASN | (ma27e2 00220001 2 | 1980102007 101002] 01 Obwober 2007 Tebes 0]
2 | JawaTengah | Keta Pelabngan |Dhah Hastut, AMJ GURL | ASN | 79078 enén Wen |0 [ 1978617007 102002 01 Olwber 2007 | 01 Maret 2011 108 414 9V
3 | Jawa Tengah | Kou Pelabegan |Nuer Muto'zh, S.1'd GURU ASN | T9INTETASUI000 L L 1970nie 0T 102002 01 Olsober 2007 01 Maret 2011 LR LR
4 Jawa Tengah | Keas Pelabongan [ Muniah S Pd GURLU ASN | w137 2as 130002 2 [ 19740101 200701 2049] 01 Olsober 2007 01 Juli 2010 8% 495 &)
5 Jawa Tengah | Kot Pelabwcan |Sarivah GURL ASN | adin T8 ndd ooon? NI97e010e 2007 102004] 01 Olbosober 20007 01 Maret 2011 147 844 40
6 | JawaTengah | Kou Pelalongon |NOH. SATDUN GURU | ASN | 733775065320001 2 L9210 200701 1022) 01 Japuan 207 | 06 Agusas 2011 116883 4%
7 Jawa Tengah | Kews Pelabogan |[RIIBIANA GURL! ASN W AATORAS 082 1 ia T 1a2002] 01 Olwber 2007 01 Marer 2011 LA LA Y
8 | JawaTengah | Ko Pelaboogan |Danak Fitrivani. A Ma GURU | ASN | 1psp767aax 00 3 [ 1970242007 102001) 01 Olwober 2007 103577300
9 | JawaTengah | Keas Pelabwgan |Deshntu] Fadlelah, S0 GURLU | ASN | TSTa 16620001 2 19U 16007102002 01 Ol ober 2007 01 Manct 2011 NN 498 )
10 | Jawa Tengah | Kou Pelaboegsan |Arngahtul Ridho GURU ASN | 92807500 1 200023 1971027200701 2004 01 Janan X007 | 06 Agusans 2011 149,793 a4
11 | Jawa Tengah | Kema Pelaborn |[MOHAMMAD ZAHIDIN GURL ASN | rea27ons 2 200022 (19720210007 101003] 01 Obober 2007 | 01 Desember 2010 N 4ws )
12 | Jawa Tengah | Kous Pelabongan |Maizen GURL | ASN | vrig7a 603200022 [ 19s302 20T 101002] 01 Olwber 2007 | 01 Desember 2010 154742000
13 | Jawa Tengah | Kema Pelabogan |[NUR ZAIDAN GURLU ASN | wtedrT88ndn oot | 197712230007 102001 01 Olwber 2007 104 276 %7
14 | Jawa Tengah | Kou Pelakegan [Muh. Anf Setiawan GURL | ASN | ede2Ted00s Joven 2 | 198401 OAOTI01001] 01 Obober 2007 103577 %0
15 | Jawa Tengah | Keta Pelaboeron |RR Henny Herawati GURL | ASN | 424978705030001 3 | 1979 1 TH00 1 2003 01 Januan XYK 88 49f &)
16 | Jaws Teneah | Kes Pelabogan | Zairoh Baitillah GURL | ASN | waieresnsninenr? NoTnsai ot ia2001] 01 Obwober 2007 | 01 Mareat 2011 HY 4ud )
17 | JawaTengah | Kou Pelalonron |Wiwit Kumiati GURU | ASN | wsp7supetioenT? 195106192007 102002] 01 Okwober 2007 | 01 Desember 2010 101.771.50
IN | Jawa Tengah | Kota Pelabesan | Yenita Hindravani GURL ASN | 494378085 00012 197821 007 102003) 01 Obsober 2007 | 01 Desemibser 2010 R 498 W)
19 | Jawa Tengah | Kou Pelalonran |Dumalah GURL | ASN | 173678800 300062 | 19800007 102010) 01 Olober 2007 | 01 Agusas 2011 LR AR
20 | Jawa Tengah | Keta Pelabngan Ulwiyah GURL ASN | o rrenns oo 1970 0T 102000] 01 Ol sober 20007 01 Marct 2011 HY s Yy
21 | Jawa Tenesh | Ko Pelakegan [M. Dezalwaz, S Pd GURU | ASN | 4983783655200012 19730621 2007011026]) O Japean X007 | 01 Okwber 2010 88 495 S
22 | Jawa Tengah | Keaa Pelabogan [Dayvah Sousants GURLU ASN | emtTretasn e ! [ 1970 007 10200 1] 01 Ok sober 2007 01 Maret 2011 1) K50 8%
23 | Jawa Tengah |Cab Pebalongan [Ayuban GURLU ASN 188101182007013 21 Mes 2009 7 Desember 2010 89.755 00y
2.M2.100.2%
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DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA PEKALONGAN

Jalan Majapahit 7 Telpon (0285) 421182 Fax. (0285) 421182
PEKALONGAN KODE POS 51111

LAMPIRAN Il KEPUTUSAN KEPALA BADAN AD-

MINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA.
NOMOR : 48 TAHUN 1995
TANGGAL : 29MEI 1995

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN
Nomor : Kd.11.34/1/KP.07.6/ 1>'*/2009

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :  Drs. H. Wahuri Muchtar
NIP : 19550518 198303 1 003
Pangkat / Gol. ruang : PembinaTk.1 (IV/AD)
Jabatan ¢ Kepala Kantor Dep. Agama Kota Pekalongan

Dengan ini menyatakan dcngm sesungguhnya bahwa :

Nama :  Nur Muto'ah

NIP ¢ 150414422

Pangkat / Gol. ruang ¢ Pengatur Muda (Il/a)

Jabatan ¢ Guru Pratama / Guru pada RAM 05 Banyurip Ageng
Kota Pekalongan

pada tanggal 01 September 2009 telah menduduki jabatan Guru Pratama / Guru pada RAM 05
Banyurip Ageng Kota Pekalongan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : Kw.11.1/2/KP.00.3/H.07/3642/2008, tanggnl 31
Desember 2008.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Dirjen
Perbendaharaan Nomor : PER.26/PB/2006 tanggal 14 Juni 2006 Sdr. Nur Muto'ah berhak menerima
tunjangan Umum sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) scbulan terhitung mulai
tanggal : 01 September 2009,

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah
jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila di kemudian hari isi surat peryataan ini tidak benar; yang
mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara di Pekalongan.
4 NEN A kalongan, 01 September 2009
/q?@ abdy yang membuat pernyataan
'I W — .

\f”””’ i -

Tembusan disampaikan kepada : / ,::{;’

1. Kepala BKN Up. Deputi TU Kepegawaian AL Wahuri Muchtar

2. Kepala Kanreg | BKN di Yogyakarta NIP. 19550518 198303 1 003 /
3. htpda Kanwil Dcpag Prov. Jateng

& Peishat Peobiiae Nafar Ciall

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA PEKALONGAN

Jalan Majapahit 7 Telpon (0205) 421182 Fax, (0285) 421182
PEKALONGAN KODE POS 51111

FAMITHAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN AD
MINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR D ARTAHUN 199¢
TANGGAL ¢ 2O MEL 1994

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKIJABATAN
Nomor : Kd LK 0760 715 2000

Yang bertanda tangan di bawah ini ¢

Nama Des HL Bambang Sugito TH, MSI
NIP ¢ 19550306 198103 1 002
Pangkat / Gol ruang ¢ Pembina TK. 1 (IV/b)

Jabatan Kepala Kantor Dep. Agama Kota Pekalongan

Dengan ini meny atakan denpan sesungpuhnya bahwa ;

Nama ¢ Muniah
NIP 150402230
Pangkat / Gal roang ¢ Penpatur Muda (11/n)

Jabatan Guru Pratama / Gura M1 pada Kandepag

Kota Pebalong.n

pada tanggal 01 Jun 00 telah menduduki jabatan Gura Pratama / Gura M1 pada Kandepap Kota
Pekalongan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provin.i
Jawa Tengah Nomor : Kw.11L1/2KP.00.3/3750/2000, tanggal 27 Mei 2009, :

Berdasarkan  Peraturan Presiden RI' Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Dirjen
Perbendaharaan Nomaor @ PER.26/PR2006 tanggal 14 Juni 2006 Sdr. Muniah berhak menerin.
tunjangan Umum schesar Rp, 180.000.- (Seratus del 'pan puluh ritu rupizh) sebulan terhitung mulai
tanggal : 01 Juni 2000,

Demikian surat pernyataan ini saya buat den
jabatan/Pegawai Neperi Sipil. Apabila di kemudian
mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya

Asli surat perny
Negara di Pekalongan

ran sesungguhnya dengan mengingat sumpah
hari isi surat pernyataan ini tidak benar; yang
bersedia menanggung kerugian tersebu,

ataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharasn

Pekalongan, 01 Juni 2009
/oA \ f"chhal yang membuat pernyataan
(L ‘f h
/,-,

; o |
Tembusan disampaiban kepada : = ( — / ¥
I. Kepala BKN Up. Deputi TU Kepepawaian \ N Drs. Hmmﬂl, MSI ~
2. Kepala Kanreg | BEN di Yopyakarta e 7 NP 19550306 198103 1002
3. Kepala Kanwil Depag Prov. Jateng S AS

4. Pcjabat Pembuat Daftar Gaji
5. Pegawai Negeri Sipil vang bersangkutan
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DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA PEKALONGAN

Jalan Majapahit 7 Telpon (0285) 421102 Fax. (0285) 421182
PEKALONGAN KODE POS 51111

+
N

LAMPIRAN [l KEPUTUSAN KEPALA BADAN AD-

MINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA.
NOMOR : 48 TAHUN 1995
TANGGAL t 29 MEI 1995

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN
Nomor : Kd.11.34/1/KP.07.6/1696 2009

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :  Drs. H. Wahuri Muchtar
NIP : 19550518 198303 1 003
Pangkat / Gol. ruang : PembinaTk.1 (IV/D)
Jabatan :  Kepala Kantor Dep. Agama Kota Pekalongan
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :
Nama :  Sariyah
NIP 1 150427577
Pangkat/Gol.ruang  : Pengatur Muda (Il/a)
Jabatan :  Guru Pratama / Guru pada MIS Bumircjo
Kota Pekalongan

pada tanggal 01 September 2009 telah menduduki jabatan Guru Pratama / Guru pada MIS Bumirejo
Kota Pekalongan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Jawa Tengah Nomor : Kw.11.1/2/KP.00.3/H.07/3598/2008, tangpal 31 Desember 2008.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Diren
Perbendsharaan Nomor : PER.26/PB/2006 tanggal 14 Juni 2006 Sdr. Sariyah berhak menerima
tunjangan Umum scbesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) sebulan terhitung mulai
tanggal : 01 September 2009.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah
jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar; yang
mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli sumat pemyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharsan
Negara di Pckalongan.

... Pekalongan, 01 September 2009

Tembusan disauapaikan kepada : o .
1. Kepala BKN Up. Deputi TU Kepegawaian ‘nﬁ- _~Ds/H. Waburi Muchtar
2. Kepala Kanreg I BKN di Yogyakarta ‘wﬂ' 19550518 198303 1 003

3. Kepala Kanwil Depag Prov. Jateng
4, Pejabat Pembuat Daftar Gaji
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

@& Dipindal dengan CamScanner
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Pekalongan, 04 Januasi 20f0

Tembusan disumpailan kepada ;

1. Kepala NKN Jakarta

2, Kepala Kanreg | WKN di \'qyflm ;

3 l(:'r!lm Kepeyawaian pada Sctjen Depag RI di Jakarta
" 4, Kepala Kanwil Ihpeg Prov. Joteng

§. Pejabal Pembuat Daltar Caji

6. Pegawai Negerl Sipil yang bersanghutan

B3 Dipindai dengan CamScanner

e DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA PEKALONGAN
Jalan Majapanit T Telpon (6725 421112 Fae (0285) 421182

Pl MALONOAN KODE P3SN

PANER AN P REPt TP AN P A RADAN Al
AL PR PP RTEURS PALY XY
AN R BT N e
AN avilm

M '!t\T_I!IRN\'&T,\AN MENDUDUKIIABATAN

Nomaw KA1 0N POTA LY 201

Yang hertanda tangan di hawah b ©
Nama 1 Den 1 Wahvari Muchtar
NP ¢ 19SSOMIR 1YR0Y | 02)
Panghst / Gol ruang : Pembima TR (IVD)
Jabatan 1 Kepala Kantor Dep. Apama Aeta Pebalongan
Dhengan ini mi vy stakan denpan soumpputinga babma @
Nama i Mok Sadun
NiP t 150404904 '
Panghat / Gol. ruang : Pengatur Muda (Il'a)
Jabatan +  Guru Pratama / Gura pads MIS Jerggot 01
Kota Pelalongan

pada tanggal 01 Januari 2010 telsh menduduki jabatan Gury Pratams ¢ Gury pada MIS Jemggot 01
Kota Pelalonpan berdasarkan Surat Keputusan Kepals Kantor Voilnyah Departernen’
Provinsi Jawa Tenga' Nomer : Kw. | LIZ2KP.00. 161022009, tangpa’' 08 Nopember 2007

Derdasarkan Persturan  Presiden Bl Nomor 12 Tadun (106 Ga Peraturan Dinen
Perbendaharsan Nowwr : PER26TIVZ006 tingpal 14 Juni 2006 S, ! foh Sa'dun berhak menenma
tunjangan Umum sel<sar Rp. 180 000,- (Seratus detapan puluh ridy n piah) sebulan terhitung muls
tanggal : 01 Januan 1910,

Demikian surst pernyataan inl sayas bust dengan scoungguhny s dengan mengingat sumpad
jubatanPepawal Negeri Sipil. Apabila di hemudian hari b wurst permyataan ini tdak benar; yang
mengakibathan Lerupian terhadap Negara, maka 52y bersedia menang jung berugian tervebut.

Asli surst pernystaan ini disampailan bepada Kepals Kantor Pelayanan Perbendaharain

tirpara di Ped slonpan
Pebale ;an, €1 Jaman 2010
iy " yang membuat pem atasn
Trﬂudumlnlq*h;:
1. Kepala BEN Up Ixputi TU Kepegawaian > )
2. Kepala Kaneeg | 1N di Yogyahana _[BIr ussosie 1950) 1 00)

3. Kepala Kanwil Djag Prov Jateng
4. Pejahat Pembast [ raNar Gaji e
3. Pepawsi Negerl 8ipi1 yang bervanglutan

)
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DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA PEKALONGAN

Jalan Majapahit 7 Telpon (0205) 421182 Fax, (0285) 421102
PEKALONGAN KODE POS 61111

LAMPIRAN 1l KEFUTUSAN KEPALA BADAN AD-

MINISTRAS! KEPLGAWAIAN NLGARA.
NOMOR ; 41 TANUN 199
TANGAAL : 29ME1I9S

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN
Nomor : Kd.11.34/1/KP.07.6/168' 2009

Yang bertanda tangan di hawah ini :
Nama :  Drs. . Wahuri Muchtar
NIP : 19550518 198303 1 003
Pangkat / Gol. ruang : PembinaTk.1 (IVD)
Jabatan ¢ Kepala Kantor Dep. Agama Kota Pekalongan
Dengan ini menyatakan denpan sesungguhnya bahwa :
Nama :  Rohbiana
NIP : 150414622
Pangkst /Gol ruang  : Pengatur Muda (Il'a)
Jabatan :  Guru Pratama / Guru pada MIS Jenggot 01
Kota Pekalongan

pada tanggal 01 Scptember 2009 telah menduduki jabatan Guru Pratama / Guru pada MIS Jenggot
01 Kota Pekalongan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Provinsi Jawa Tengah Nomor : Kw.11.1/2/KP.00.3/H.07/359072008, tanggal 31 Desember 2008.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Diren
Perbendaharaan Nomor : PER.26/PB/2006 tanggal 14 Juni 2006 Sdr, Rohbiana berhak menerima
tunjangan Uroum sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delspan puluh ribu rupiah) sebulan terhitung mulai
tanggal : 01 September 2009.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah
jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini tidak benar; yang
mengakibatkan kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pemyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara di Pekalongan,

Pekalongan, 01 September 2009

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala BKN Up. Deputi TU Kepegawaian
2, Kepala Kanreg 1 BKN di Yogyakarta

3. Kepala Kanwil Depag Prov. Jateng

4. Pejabat Pembuat Daflar Gaji

5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

iV
M/ Waburi Muchtar
P19550518 198303 1 003

(3@ Dipindai dengan CamScanner
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KANTOR KOTA PEKALONGAN

Jalan Majapahit 7 Telpon (0285) 421182 Fax. (0285) 421182
PEKALONGAN KODE POS 51111

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor : Kd. 11.34/1/KP.00.3/)4)8 /2009

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA PEKALONGAN

MEMBACA

MENIMBANG

MENGINGAT

MENETAPKAN
PERTAMA

KEDUA

1. Kasi Mapendais Kandepag Kota Pekalongan

2. Ketua Pokjawas Kandepag Kota Pekalongan

3. Kepala MSI 14 Medono Kota Pekalongan

4. Pengurus Yay. MSI 14 Medono Kota Pekalongan

e aw

Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah Nomor :
Kw.11.172/KP.00.3/1.07/2060/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang
Pengangkatan CPNS An. Sdr. Dzikrotul Fadhilah NIP. 150416011.

Bahwa untuk kepentingan dinas serta menambah pengalaman dan efisiensi kerja,
dipandang perlu mengadakan mutasi / meratakan pembagian tugas schari - hari
dalam lingkungan Kantor Departemen Agama Kota Pekalongan.

1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Nomor 43 Tahun 1999.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2000. i
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 jo. PP No. 12 Tahun 2002.

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 145 Tahun 1999.

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 424 Tahun 2001.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, ( yang disempurnakan )

Sambil menunggu keputusan lebih lanjut, terhitung mulai tanggal
01 Nopember 2009
Mencabut semua pemberian tugas yang bertentangan dengan surat ini.

M saudara : Dzikrotul Fadhilah NIP. 150416011, Lahir :
Pekalongan, 16 Juni 1983 Pangkat/Jabatan : Pengatur Muda (IVa) / Guru

Pratama / Guru MIN di lingkungan Kandepag Kota Pekalongan sesuai SK Nomor
: Kw.l 1.1/2/KP.00.3/11.07/2060/2008 tanggal 31 Desember 2008, untuk

- elaksanakan tugas sebagai Guru pada MSI 14 Medono Kota Pekalongan.

Apabila dikemudian hari terdapat kekesiruan dalam penetapan ini, maka akan
ditinjau kembali scbagaimana mestinya. ;
Asli Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan.
DITETAPKAN DI : PEKALONGAN
PADA TANGGIhL : 30 Oktober 2009

AIAD YAHYA /
118 199303 1 001
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DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA PEKALONGAN

Jalan Majapahit 7 Telpon (0285) 421182 Fax. (0285) 421182
PEKALONGAN KODE POS 51111

LAMPIRAN 1lI KEPUTUSAN KEPALA BADAN AD-

MINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA.
NOMOR : 43 TAHUN 1995
TANGGAL : 29 MEI 1995

SURAT PERNYATAAN M ENDUDUKI JABATAN
Nomor : Kd.11.34/1/KP.07.6/1849 /2009

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :  Drs. Mohamad Yahya

NIP 19621118 199303 1001

Pangkat / Gol. ruang : PenataTk.1 (1IVd)
Jabatan : P chalaKmlorDep.AgmaKom!’ckalongm

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :  Aisjahtul Ridho

NIP ;150404514

Pangkat / Gol. rvang . Pengatur Muda (Il/a)

Jabatan . Guru Pratama / Guru pada MII Pringlagu 03
Kota Pckalongan

pada tanggal 01 Nopember 2009 telsh menduduki jabatan Guru Pratama / Guru pada MII Pringlagu
03 Kota Pekalongan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama

Provinsi Jawa Tengah Nomor : Kw.l 1.1/2/KP.00,3/H.07/5227/2009, tanggal 21 Agustus 2009.
ahun 2006 dan Peraturan Dirjen

Perbendaharaan Nomor : PER.26/PB/2006 tanggal 14 Jeni :
menerima tunjangan Umum scbesar Rp. 180.000,~ (Seratus delapan puluh ribu rupiah) scbulan

terhitung mulai tanggal : 01 Nopember 2009.
Demikian surat pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah
jabatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila di kemudian hari isi surat pernyataan ini lidak benar; yang
mengakibatkan kerugian terhadap Negarn, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.
Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara di Pekalongan.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala BKN Up. Deputi TU Kepegawaian

2. Kepala Kanreg | BKN di Yogyakana NIP, 196 f
2 Kebala Kawil Depag Prov, Jscng 21118 199303 | 001

4. Pejabat Pembuat Daftar Gaji

5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

(B Dipindai dengan CamScanner
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KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KOTA PEKALONGAN

Jalan Majapahit 7 Telpon (0285) 421182 Fax. (0285) 421182
PEKALONGAN KODE POS 51111

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor : Kd. 11.3471/KP.07.5/ logg /2012

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKALONGAN

MEMBACA Nota Dinas Kasi Mapendais Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan
Nomor : 02/Nota Dinas/VI/2012 tanggal : 05 Juni 2012
MENIMBANG :  Bahwa untuk kepentingan dinas serta menambah pengalaman dan efisicnsi kenja,
dipandang perlu mengadakan mutasi / meratakan pembagian tugas schari - hari
dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan.
MENGINGAT 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Nomor 43 Tahun 1999,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2000,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 jo. PP No. 12 Tahun 2002.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 145 Tahun 1999,
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 424 Tahun 2001.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002. ( yang disempurnakan )
MENETAPKAN 3
PERTAMA ¢ Sambil menunggu keputusan lebih lanjut, terhitung mulai tanggal
01 - JULI - 2012
mencabut semua pemberian tugas yang bertentangan dengan surat ini,
KEDUA : Memerintahkan kepada saudara : MOHAMMAD ZAHIDIN, Lahir: Kendal, 10
Februari 1972 NIP. 19720210 200710 1 003 Pangkat/Golru : Pengatur Muda
(IVa) Guru pada MIS Gamer Kota Pekalongan sesuai SPT Nomor :
Kd.11.34/1/KP.00.3/1839/2009 tanggal 30 Oktober 2009, untuk melaksanakan
tugas scbagai Guru pada Ml Hifal 02 Kota Pekalongan.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penctapan ini, maka akan
ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
Asli Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan diindahkan.
DITETAPKAN D] : PEKALONGAN
PADA TANGGAL : 14 Juni 2012
TEMBUSAN KEPADA : .
1. Kasi Mapendais Kankemenag Kota Pekalongan '
2. Ketua Pokjawas Kankemenag Kota Pekalongan
3. Kepala MIS Gamer Kota Pekalongan
4. Kepala M1 Hifal 02 Kota Pekalongan
5. Pengurus Yay. MIS Gamer Kota Pekalongan
6. Pengurus Yay. MI Hifal 02 Kota Pekalongan
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DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA PEKALONGAN

Jalan Majapahit 7 Telpon (0285) 421182 Fax. (0285) 421182
PEKALONGAN KODE POS 51111

LAMPIRAN Il KEPUTUSAN KEPALA BADAN AD-
MINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA.
NOMOR : 43 TAHUN 19958
TANGGAL : 29 ME1 1995

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN
Nomer : Kd.l l.34"lle’.07.6’l&;‘ 3 2009

Yang bertanda tangan di bawzh ini ;

Nama :  Drs. H. Wahuri Muchtar
NIP : 19550518 198303 1 003
Pangkat / Gol. ruang : Pembina Tk.[ (IV/D)
Jabatan :  Kepala Kantor Dep. Agama Kota Pekalongan
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 2
Nama :  Maizun
NIP ¢ 150427585
Pangkat / Gol. ruang 1 Pengatur Muda (I1l/a)
Jabatan :  Guru Pratama / Guru pada MIl Banyurip Ageng 02
Kota Pekalongan

pada tanggal 01 September 2009 telah menduduki jabatan Guru Pratama / Guru pada MIl Banyurip
Ageng 02 Kota Pekalongan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen
Agama Provinsi Jawa Tengah Nomeor : Kw.11.1/2/KP.00.3/H.07/35992008, tanggal 31 Desember
2008.

Berdasarkan Peraturan Presiden Rl Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Dirjen
Perbendaharaan Nomor : PER.26PB/2006 tanggal 14 Juni 2006 Sdr, Maizun berhak menerima
tunjangan Umum sebesar Rp. 180.000,- (Scratus delapan puluh ribu rupiah) scbulan terhitung mulai
tanggal : 01 September 2009.

Demikian surat pemyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah
jabatanPegawai Negeri Sipil. Apebila di kemudian hari isi sumt pernyataan ini tidak benar; yang
mengakibatksa kerugian terhadap Negam, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pernyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayaran Perbendaharaan
Negara di Pekalongan.

Pekalongan, 01 September 2009

Tembusan disampaikan kepada : !

1. Kepala BKN Up. Deputi TU kqwau:..an\\@;_’(rbn H. Wahuri Muchtar
ALQ

2. Kepala Kanreg | BKN di Yogyakarta NIP. 19550318 198303 1 003
3. Kepala Kaawil Depag Prov. Jateng
4. Pejabat Pembuat Daflar Gaji

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA PEKALONGAN

Jalan Majapahit 7 Telpon (0285) <21182 Fax. (0285) 421182
PEKALONGAN KODE POS 51111

Anak Lampiran 1 -1  Keputusan Kepala Badan Administrasi
Kepepawaion Negara,
Nomor : 05 Tahun 1995
Tanegal : 15 Februari 1995

O O <
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DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA PEKALONGAN

Jalan Majapahit 7 Telpon (0285) 421182 Fax (0285) 421182
PEKALCNGAN KODE POS 51111

LAMPIRAN [ KEPUTUSAN KEPALA BADAN AD
MINISTRAS! REPEGAW ALAN NEGARA
NOMOR 48 TAHLN 198
TANGGAL 29 MEL [958

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN
Nomor : Kd 11 M4/1KP 076 1 3¢ /2009

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Drs. 1 Wahun Muchtar

NIP 19550518 198303 1 003

Panghat / Gol. nuang Pembina TR 1 (IVH)

Jabatan : o Kepala Kantor Dep Agama Kota Pelalonpan

Iengan ini menyatakan dengan sesungguhny a bahwa

Nama o Nur Zaidah

NIP ¢ 150415188

Panghat / Gol. ruang ¢ Pengatur Muda (113)

Jabatan Ciuru Pratama / Gura pada MST19 Kebulen

Kota Pebalongan
1 01 Se bher 2009 telah mendudubi jabatan Guru Pratama bum pada MS| 19
ml:nm{{:ﬁa MI‘;;::M berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depanemen
Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor . Kw 1L I2KP003 1, 073608 2008, tanggal 31 Desember
2008. .
Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2006 dm Peraturan  Dinen
Perbendaharaan Nomor : PER.26TI2006 tanggal 14 Juni 2006 Sdr. Nar Zaidah berhak menerima
n:.j-\m Umum sebesar Rp. 180.000.- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) sebulan terhitung mulai
tanggal : 01 September 2009. ) .
Demikian sural pernyataan ini saya buat dengan ?c}tmuguhn,a gan menging 7
hatan/Pegawai Negeri Sipil. Apabila di kemudian han isi sural pemyataan |m‘uduk berar, yang
}:mgdigm kerugian terhadap Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut,
Asli surat pemyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Peiayanan Perbendaharasn
Negara di Poalongan.

s

Pekalongan. 01 September 2009

lembusan Jdisampaikan kepada © k
1 Kepala BRN Up Deputi TU Kepegawaian

2 Kepala Kanreg | BRN & Yogyalarta

3 Kepala Kanwil Depag Prov. Jateng

4 Pejabat Pembuat Daftar Gaji

& Pegawni Negeri Sipil yang heraanglutan

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA PEKALONGAN

Jalan Majapahit 7 Telpon (0285) 421182 Fax. (0285) 421182
PEKALONGAN KODE POS 51111

Ak Lampran | -1 Kepatinan Kepals Badin Adirinners
Kepegawaian Negan
Nomar + 05 Tabun 1938
Tanggal ¢ 15 Februari 1958

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
Nomor : Kd.11.34/1/KP.07.6/ 712 2009

O O <
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KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA PEKALONGAN

falan Majapahit 7 elpan (020%) 421 181 Var. (OIRY) anm
FURALONOAN KODE ros s

LAMPTRAN 11 KITUTUSAN KETALA NADAN AD
MININTRASIKDITOAW AIAN NLOARA
NOMOR A TANUN 1)

TANGOAL DM
- - _—*-_

SURAT PERNYATAAN MENDUDUKIJATATAN
Momer K 1 WANKPr 0T 90 noio

Y ang bertanda tangan & hawah Inl

Nama Drs 11 Wahurl Muchiar

NIP (ossnsIn 1900} | ool

Panghat / Gol misng Permbna Th 1 (1VA)

Iabhntan Kepala Kantor Kementerian Agama K.ota PPekalongan

Ihengan int menyatak an dengan sesungguhnyas bahwa

Nama R Hlenny Herawatl

NI C 19790917 200901 2 00)

Panghat / Ool ruang I'engatur Muda (1)

Jabntan Quru Pratama / Quru pada M1 Danyurip Ageng 01
Kota Pekalongan

pada tangpal 01 Maret 2010 telah mendudubl jabatan (uru Pratama ! Quru pada Ml Nanyurip
Ageng 01 Kota Pebnlongan berdasarkan Sural Keputusan Kepala Kantor Wilaysh |
Agama Prnvind Jawa Tengah Nomor Kw. 11, 1727KP.00 311 OR4472009, 01 AM)!W"' oy
Hontasarban Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Dirjet
""'"'M“m" Nw-;" rER 2&10'::06 tanggal 14 Junl 2006 Sdr. RIL. Henny Hermwatl berhak
menerima tunjangan Uimum se p. 180000, (Serntus de
terhitung mulsi tanggal : 01 Maret 2010 lapan puluh ribu ruplah) sebulan
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan —
jabatan Pegawal Negerd Sipil. Apabila di kemudian harl Isl surat p:n dmv?dnm"u m;-hm
mengakihathan kerugian terhadap Negarn, maka saya bersedia m )mlm. o benar;
Aslt surat pemyatasn inl disampaikan kepada Kepala Kantor Pela r
Negara Ji Pebalongan yanan Perbendsharaan

Pekalongan, 04 Maret 2010
Pejahat yang membuat pernyataan
lembusan disampaikan hepada : m& =
| Kepala DKN Up. Deputl TU Kepegawaian Drs. 11, Wahuri Muchtar
P4 !iqull Kanreg | DKN I Yogyakaria NIP. 19550518 198303 | 003‘/
). Kepala Kanwil Depag Irov. Jateng
4 Pejabat Pembuat Daflar Qa)i
S Pegawai Negeri Sipil yang bersanghutan
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DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KOTA PEKALONGAN

Jalan Majapahit 7 Telpon (0285) 421182 Fa
. ax. (0285) 42118
PEKALONGAN KODE POS 51111 : ’

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN AD-
MINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA.
NOMOR : 43 TAHUN 1994
TANGGAL : 29MEI 199

SURAT PERNYATAAN MENDUDUK: JABATAN
Nomor : K& 1133 1/KP.07.6/1624 2009

YVang bertanda tangan di bawah ini :

Nama ¢ Drs. . Wahuri Muchtar
NIP ¢ 19550518 198303 1 003

Pangkat / Gol. ruang ¢ Pembina Th. 1 (IV/D)
Jabatan Kepala Kantor Dep. Agama Kota Pekalongan

Dengan ini menya akan dengan sesungguhinys bahwi :
Zairoh Paitillah

Nama
NIP 150427593
Pangkat / Gol. ruang « Pengatur Muda (1172)

Gury Pratama / Gura pada MIT Degayu 01

Kot Pekalonpan
2009 telah menduduki jabatan Guru Pratama / Guru pada MII Degavu
rhan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Apama
Kw. 11.1727KP.00.3/HO7 360072008, tangpal 31 Desember 2008,
Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan  Dinyen
yal 14 Juni 2006 Sdr. Zairoh Baitillah berhak

rupizh) sebuun

Jabatan

nada tangpal 01 September
01 Kota Pekalongan berdas:
Provinsi Jawa Tengah Nomor :

Berdasarkan Peraturan  Presiden RI
Perbendahanzan Nomor 2 PER.ZOGTRIZ006 Lang
menerima tunjangan Umum schesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan pulub nibu

terhitung mu'ai tanggal : 01 September 2009,

Detnikian surat permyatian ini sava buat dengan sesungyuhnya dengan .m-_.n;;mpm sum; b
j::halun"l’cgm\ni Negeri Sipil. Apabila di kemudian hari isi surat peryataan m:-!:Jal benar; vang
mengakibatkan kerugian terhadap Nepara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Asli surat pemyataan ini disampaikan kepada Kepala Kantor Peleyanan Perbendaharaan
Negara di Pekajongan.

Pekalongan, 01 September 2009

Pejabat yang membuat pernyataan

¥
sikan kepada D, 1. Wahur M htiu

Tembusan disamps .
fLepegawatan I chtar
CIp JRAS0318 198303 TO0S

| Kepala BEN Up. Deputi T1 .
_ Kepals Kanreg | BN di Yogyaharia
_Kepala Kanwil Depag Prov. Jateng
_Pejabat Pembuat Daftar Gan

. Pegawai Negeri Sipil yang hersanghutan

-t VI

hode
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“ m Tiantiputri ke 9,

Assalamu‘alaikum Bun mau tanya ibu gol 2
yah? 09.50 \//

Masih menerima Tukin gak? ..,
lye pak
Golongan 2
Masi terima tukin

Dgr dgr mau naik Tukin 80 persen

Ini baru dgr dari kemenag

Ibu dapat tukinnya berapa sebulan ?
09.52 &/

Di potong 50 persen

Anda

1 juta 6 rts 50 ribu

Ibu gol 2 berapa? .., ,

Soalnya ada kawan gol 2 sejak 2019 SD
2024 blm di bayarakn dengan alasan gol 2

9.55 &/
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MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2016
TENTANG
NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa nomenklatur jabatan pelaksana di lingkungan

instansi pemerintah belum ada keseragaman antara

jabatan dan kualifikasi pendidikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia tentang Nomenklatur

Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil

lingkungan Instansi Pemerintah;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114);



Menetapkan

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 273);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG
NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil
negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur
sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil
negara di instansi pemerintah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan  melaksanakan = proses

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian



pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

4. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
publik  serta  administrasi pemerintahan dan
pembangunan.

5. Pejabat Administrasi adalah pegawai aparatur sipil
negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada
instansi pemerintah.

6. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai
aparatur sipil negara yang bertanggung jawab
melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.

7. Kualifikasi Pendidikan adalah pendidikan yang
diperoleh melalui pendidikan formal.

8. Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan
hak seorang pegawai dalam pelaksanaan pemerintahan
dan pembangunan.

9. Klasifikasi Jabatan adalah pengelompokan jabatan
yang menunjukkan kesamaan karakteristik,
mekanisme, dan pola kerja.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 2

(1) Jabatan Pelaksana aparatur sipil negara dikelompokkan
dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan
kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.

(2) Kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam
bentuk nomenklatur jabatan pelaksana.

(3) Nomenklatur Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) didasarkan kepada kualifikasi pendidikan
formal dan/atau profesi serta kompetensi sesuai

kebutuhan organisasi.



Pasal 3
Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, digunakan sebagai acuan bagi setiap
instansi pemerintah untuk:

a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;

o

. penentuan pangkat dan jabatan,;

pengembangan karier;

o o

. pengembangan kompetensi;

®

penilaian kinerja;

g

penggajian dan tunjangan; dan

g. pemberhentian.

Pasal 4
Daftar nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1) Daftar nomenklatur jabatan pelaksana yang telah
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat
dilakukan pengubahan dan/atau penambahan sesuai
dengan kebutuhan organisasi.

(2) Pengubahan dan/atau penambahan nomenklatur
jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diusulkan oleh instansi kepada Menteri.

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
kurang memuat:

a. nomenklatur jabatan;

b. Tugas Jabatan;

c. Kualifikasi Pendidikan dan/atau profesi; dan

d. kelas jabatan bagi nomenklatur jabatan yang sudah
memiliki kelas jabatan.

(4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai

dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja.



(5) Pengubahan dan/atau penambahan nomenklatur
Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat
pertimbangan teknis secara tertulis dari Kepala Badan

Kepegawaian Negara.

Pasal 6

(1) Semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang
sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku,
harus dibaca dan diartikan nomenklatur Jabatan
Pelaksana.

(2) Semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang
sudah ada dan sudah ditetapkan kelas jabatan sebelum
Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap
berlaku, sepanjang belum ada perubahan nomenklatur
dan/atau kelas jabatan berdasarkan nomenklatur

dan/atau kelas jabatan yang baru.

Pasal 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2016

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1845
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,

suryatman

g 9
. '95(’!181\*\* Ve
S o



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN AGAMA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan

Presiden Nomor 154 Tahun 2015 tentang Tunjangan

Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pemberian,

Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai

pada Kementerian Agama;

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2799);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5258);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan

Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

Indonesia Tahun 2015 Nomor 380);

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang
Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun
2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 10);

Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun
2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun 348);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011
tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja
Pegawai Negeri;

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN,
PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN TUNJANGAN
KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN AGAMA.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pegawai pada Kementerian Agama yang selanjutnya
disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan
pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat
yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau
ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan
kerja pada Kementerian Agama.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil
Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pegawai lainnya adalah pegawai yang diangkat pada
jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi
birokrasi.

Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan
kepada pegawai negeri yang merupakan fungsi dari
keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan
didasarkan pada capaian kinerja pegawai negeri
tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi
dimana pegawai negeri tersebut bekerja.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai
negeri pada Kementerian Agama.

Kelas jabatan (grading) adalah klasifikasi jabatan
dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi
jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar
pemberian besaran tunjangan kinerja.

Capaian Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh
setiap pegawai pada Kementerian Agama berdasarkan

laporan kinerja setiap bulan.



(1)

(2)

BAB II
TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai setiap
bulan selain penghasilan yang berhak diterima
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
berdasarkan kehadiran kerja dan capaian kinerja
pegawai sesuai dengan kelas jabatannya.

Kehadiran kerja dan capaian kinerja pegawai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi

Pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,

tidak diberikan kepada:

a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;

b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau
dinonaktifkan;

c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan
organik/negeri dengan diberikan uang tunggu dan
belum diberhentikan sebagai pegawai;

d. Pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan pada
badan/instansi lain di luar lingkungan Kementerian
Agama,;

e. Pegawai yang diberikan cuti diluar tanggungan negara
atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa
persiapan pensiun; dan

f. Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah

mendapatkan remunerasi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB III
KETENTUAN MASUK DAN JAM KERJA

Pasal 4

Hari kerja di Kementerian Agama ditetapkan 5 (lima)
hari kerja dalam satu minggu mulai dari hari Senin
sampai dengan hari Jum'at atau setara dengan 37,5
(tiga puluh tujuh koma lima) jam.
Jam kerja di Kementerian Agama ditetapkan sebagai
berikut:
a. hari Senin - Kamis

jam kerja : 07.30 - 16.00

jam istirahat :12.00 - 13.00
b. hari Jum'at

jam kerja :07.30 - 16.30

jam istirahat :11.30 - 13.00
Pengaturan jam kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat menyesuaikan dengan kebijakan daerah

terkait dengan pengaturan jam kerja setempat.

Pasal 5

Pegawai wajib masuk dan pulang kerja sesuai
ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) dengan melakukan rekam kehadiran
secara elektronik.

Rekam kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus dilakukan dengan menggunakan
mesin rekam kehadiran elektronik yang ada di
lingkungan kerja pegawai yang bersangkutan
ditempatkan.

Rekam kehadiran secara elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali masing-
masing pada waktu masuk kerja dan pada waktu
pulang kerja.

Rekam kehadiran secara elektronik dapat diganti

secara manual apabila:



(1)

(2)

a. perangkat dan sistem rekam kehadiran secara
elektronik mengalami kerusakan atau tidak
berfungsi;

b. terjadi keadaan memaksa (force majeure) berupa
bencana alam dan/atau kerusuhan sehingga
suatu kegiatan tidak dapat dilakukan
sebagaimana mestinya,;

c. pegawai yang bersangkutan belum terdaftar
dalam sistem rekam kehadiran elektronik;

d. tugas luar yang pembuktiannya ditandai dengan
surat tugas dari atasan langsung; atau

e. lokasi kerja tidak memungkinkan untuk

disediakan sistem rekam kehadiran elektronik.

BAB IV
PELANGGARAN JAM KERJA

Pasal 6
Pegawai dinyatakan melanggar ketentuan jam kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) apabila:
a. tidak masuk kerja;
b. terlambat masuk kerja;
c. pulang kerja sebelum waktunya;
d. tidak berada di tempat kerja tanpa penugasan
atau izin tertulis dari atasan langsung; atau
e. tidak melakukan rekam kehadiran -elektronik
masuk kerja dan/atau pulang kerja selanjutnya
dihitung sebagai keterlambatan masuk kerja atau
pulang kerja sebelum waktunya.
Pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi
hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai

disiplin pegawai.



Pasal 7

Pegawai dinyatakan tidak melanggar ketentuan jam kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) apabila:

a. sakit selama 1 (satu) hari, dengan kewajiban
memberitahukan kepada atasan langsung dan
menyampaikan surat pemberitahuan paling lambat 1
(hari) kerja berikutnya;

b. sakit selama 2 (dua) hari dengan kewajiban
memberitahukan kepada atasan langsung dan
menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter,
paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya;

c. sakit lebih dari 2 (dua) sampai dengan 14 (empat
belas) hari dengan ketentuan bahwa pegawai yang
bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis
kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan
surat keterangan dokter; dan

d. sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak cuti sakit,
dengan ketentuan bahwa pegawai yang bersangkutan
harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada
pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat
keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri

Kesehatan.

BAB V
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

Pasal 8
(1) Penilaian kinerja pegawai didasarkan pada kehadiran
kerja dan laporan kinerja pegawai setiap akhir bulan.
(2) Kehadiran kerja dan laporan kinerja pegawai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar

penilaian kinerja pegawai tahunan.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

BAB VI
PEMBAYARAN, PENAMBAHAN, DAN
PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 9
Pegawai berhak mendapatkan pembayaran
tunjangan kinerja sesuai dengan kelas jabatannya.
Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan bagi
pejabat struktural, penyesuaian tunjangan
kinerjanya diberikan pada bulan berikutnya
terhitung sejak tanggal pelantikan atau penetapan
pejabat yang bersangkutan.
Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan bagi
pejabat fungsional umum dan fungsional tertentu,
penyesuaian tunjangan kinerjanya diberikan pada
bulan berikutnya terhitung sejak dikeluarkannya
Surat Pernyataan Menduduki Jabatan yang

bersangkutan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 10

Tunjangan Kinerja bagi calon PNS dibayarkan sebesar
80% (delapan puluh persen) dari jumlah tunjangan
kinerja pada jabatan yang akan didudukinya.
Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang dibebaskan dari
jabatan  karena = melaksanakan tugas  belajar
dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah
tunjangan kinerja yang diterima dalam jabatannya
sampai bulan ke-6 (enam) sejak melaksanakan tugas
belajar.

Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang berasal dari luar
instansi  Kementerian @ Agama dengan  status

dipekerjakan dan tidak dibayarkan tunjangan kinerja



(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(2)

(1)

-10 -

dari instansi induknya, dibayarkan 100% (seratus
persen) dari kelas jabatannya.

Tunjangan Kinerja bagi dosen dan guru PNS yang
belum  bersertifikat pendidik dibayarkan sebesar
100% (seratus persen) dari kelas jabatannya.
Tunjangan Kinerja guru yang diangkat dalam golongan
II (dua) dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari
kelas jabatannya yang disetarakan dengan kelas
jabatan fungsional terampil.

Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Agama yang
diangkat sebagai pejabat fungsional tertentu dan
mendapatkan tunjangan profesi, dibayarkan sebesar
selisih antara tunjangan kinerja kelas jabatannya
dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.

Apabila tunjangan profesi yang diterima sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) lebih besar daripada
tunjangan kinerja pada kelas jabatannya atau
sebaliknya, yang dibayar tunjangan profesi pada

jenjangnya.

Pasal 11
Penambahan Tunjangan Kinerja diberikan 50% (lima
puluh persen) dari selisih tunjangan kinerja kelas
jabatan di atasnya bagi pegawai yang mendapatkan
nilai capaian kinerjanya sangat baik.
Penambahan  Tunjangan Kinerja  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan pada awal bulan

tahun berikutnya.

Pasal 12
Pengurangan Tunjangan Kinerja diberlakukan kepada:
a. Pegawai yang tidak masuk kerja atau tidak
berada di tempat tugas;
b. Pegawai yang terlambat masuk kerja;
c. Pegawai yang pulang sebelum waktunya;

d. Pegawai yang tidak melakukan rekam kehadiran



(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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elektronik masuk kerja dan/atau pulang kerja
atau tidak mengisi daftar hadir;

e. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin;
dan/atau

f.  Pegawai yang nilai capaian kinerja tahunannnya
dibawah nilai baik.

Pengurangan  Tunjangan  Kinerja  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen),

dan dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan

paling banyak sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 13
Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan,
dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 3%
(tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari.
Pegawai yang tidak berada di tempat tugas (antara
waktu masuk kerja dan waktu pulang kerja) tanpa
penugasan/izin tertulis dari atasan langsung
dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar
2 % (dua persen).
Pegawai yang mendapat surat tugas melakukan
perjalanan dinas dalam/luar kota atau luar negeri
dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar
0% (nol persen).
Pegawai yang terlambat masuk kerja dikenakan
pengurangan  Tunjangan  Kinerja  sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya
dikenakan pengurangan Tunjangan Kinerja
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 14

Pengurangan tunjangan kinerja diberlakukan kepada

pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun
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berjalan di bawah nilai baik, sebagai berikut:

a.

(1)

(2)

pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun
berjalan dengan nilai cukup, pada tahun berikutnya
kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan
tunjangan kinerjanya sebesar 25% (dua puluh lima
persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya;
pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun
berjalan dengan nilai kurang, pada tahun berikutnya
kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan
tunjangan kinerjanya sebesar 50% (lima puluh persen)
dari tunjangan kinerja yang diterimanya; dan

pegawai yang mendapatkan nilai kinerja pada tahun
berjalan dengan nilai buruk, pada tahun berikutnya
kepada pegawai tersebut diberikan pengurangan
tunjangan kinerjanya sebesar 75% (tujuh puluh lima

persen) dari tunjangan kinerja yang diterimanya.

Pasal 15

Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara
dari jabatan negeri karena terkena kasus hukum
dan/atau dilakukan penahanan oleh pihak yang
berwajib, sementara tidak diberikan tunjangan kinerja
terhitung sejak ditetapkannya keputusan
pemberhentian sementara dari jabatan negeri.

Apabila putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap menyatakan bahwa pegawai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak
bersalah, tunjangan kinerja pegawai yang dihentikan
dibayarkan kembali secara penuh pada bulan

berikutnya.

Pasal 16

Pejabat fungsional tertentu yang diberhentikan dari

jabatannya karena tidak memenuhi angka kredit yang

dipersyaratkan diberikan Tunjangan Kinerja disesuaikan

dengan pendidikannya.
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Pasal 17
Pemberlakuan mengenai penghitungan pemberian

Tunjangan Kinerja terhitung sejak bulan November 2015.

Pasal 18
Ketentuan mengenai Tata Cara Pembayaran Tunjangan

Kinerja Pegawai ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19
Ketentuan yang mengatur mengenai jam kerja PNS pada
Kementerian Agama dinyatakan tetap berlaku sepanjang

tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pemberian,
Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1773)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Agama Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun 2014 tentang
Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan
Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian
Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1253) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 21
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 920

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negert,
f

Ck\/—’\rb
4 Achmad Gunaryo

NIP. 196208101991031003
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PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN AGAMA

BESARAN TUNJANGAN KINERJA

NO. KELAS JABATAN TUNJANGAN KINERJA

PER KELAS JABATAN
1 17 Rp22.842.000,00
2 16 Rp17.413.000,00
3 15 Rp12.518.000,00
4 14 Rp 9.600.000,00
5 13 Rp 7.293.000,00
6 12 Rp 6.045.000,00
7 11 Rp 4.519.000,00
8 10 Rp 3.952.000,00
9 9 Rp 3.348.000,00
10 8 Rp 2.927.000,00
11 7 Rp 2.616.000,00
12 6 Rp 2.399.000,00
13 5 Rp 2.199.000,00
14 4 Rp 2.082.000,00
15 3 Rp 1.972.000,00
16 2 Rp 1.867.000,00
17 1 Rp 1.766.000,00

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN AGAMA

PERSENTASE PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA
BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK KERJA

Keterlambatan Persentase
Lama Keterlambatan Masuk Kerja
(TL) Pengurangan
TL.1 1 menit s.d< 30 menit 0.5%
TL.2 31 menit s.d< 60 menit 1%
TL.3 61 menit s.d< 90 menit 1.25%

> 90 menit dan/atau tidak
TL.4 mengisi 1.50%

daftar hadir masuk kerja

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN
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LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN, PENAMBAHAN, DAN PENGURANGAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN AGAMA

PERSENTASE PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA
BAGI PEGAWAI YANG PULANG KERJA SEBELUM WAKTUNYA

Pulang
Sebelum Lama Meninggalkan Tugas Persentase
Waktunya Sebelum Waktunya Pengurangan
(PSW)
PSW.1 1 menit s.d< 30 menit 0.5%
PSW.2 31 menit s.d< 60 menit 1%
PSW.3 61 menit s.d< 90 menit 1.25%
> 90 menit dan/atau tidak
PSW.4 mengisi 1.50%
daftar hadir pulang kerja

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN



BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.580, 2019 KEMENAG. Tunjangan Kinerja. Pemberian.

Menimbang

Mengingat

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan
Presiden Nomor 130 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja
Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pemberian

Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

www.peraturan.go.id
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Menetapkan

10.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2018 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian
Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 235);

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian
Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 851);

Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1735);
Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2015 tentang
Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja 33 (Tiga Puluh
Tiga) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1736);
Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN
AGAMA.

www.peraturan.go.id
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan
kepada pegawai di lingkungan Kementerian Agama yang
pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden
Nomor 130 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja
Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada
jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama yang
selanjutnya disebut Pegawai adalah PNS dan Pegawai
Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang
berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja
secara penuh pada satuan organisasi di Lingkungan
Kementerian Agama.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai
negeri pada Kementerian Agama.

Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan dalam satuan
organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang
selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran
Tunjangan Kinerja.

Capaian Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh
setiap Pegawai berdasarkan laporan kinerja setiap bulan.
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang agama.

www.peraturan.go.id
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(1)

(2)

(3)

(4)

Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal

Kementerian Agama

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2
Tunjangan Kinerja diberikan kepada Pegawai setiap
bulan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri
ini.
Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) didasarkan pada Kelas Jabatan.
Besaran Tunjangan Kinerja setiap Kelas Jabatan
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempertimbangkan capaian kinerja organisasi dan

capaian kinerja individu.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

tidak diberikan kepada:

a.
b.

Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;

Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau
dinonaktifkan;

Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya
dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan
sebagai Pegawai;

Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara
atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan
pensiun; dan

Pegawai pada badan layanan umum yang telah
mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan tentang badan layanan

umuim.

www.peraturan.go.id



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

2019, No. 580

BAB III
PERHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA

Bagian Kesatu

Komponen Perhitungan

Pasal 4

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

dihitung berdasarkan:

a.
b.

kehadiran kerja; dan
capaian kinerja Pegawai sesuai dengan Kelas

Jabatan.

Capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus mendukung capaian kinerja organisasi.

Bagian Kedua

Kehadiran Kerja

Pasal 5

Kehadiran kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan:

a.

hari kerja tidak hadir tanpa alasan yang sah atau
mangkir; dan
waktu terlambat masuk kerja dan pulang cepat

bukan karena alasan kedinasan.

Penghitungan aspek sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) didasarkan pada rekapitulasi daftar hadir elektronik

sesuai dengan peraturan hari dan jam kerja pada

Kementerian Agama.

Daftar hadir secara nonelektronik dapat dilakukan jika:

a.

perangkat dan sistem rekam kehadiran secara
elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
Pegawai belum terdaftar dalam sistem rekam
kehadiran secara elektronik;

terjadi keadaan kahar berupa bencana alam
dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan sistem

rekam kehadiran secara elektronik tidak

www.peraturan.go.id
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

dimungkinkan untuk dilakukan; atau
d. tempat kerja tidak memungkinkan untuk disediakan

sistem rekam kehadiran secara elektronik.

Pasal 6

Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
ditentukan selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu
terhitung mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
ditentukan selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ketentuan mengenai hari dan jam kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menyesuaikan

dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Capaian Kinerja

Pasal 7
Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kinerja bulanan.
Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinilai oleh atasan langsung.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Capaian Kinerja

ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Bagian Keempat

Pengurangan Tunjangan Kinerja

Pasal 8
Pengurangan Tunjangan Kinerja dikenai bagi Pegawai
yang:
a. tanpa alasan yang sah:
1. tidak masuk kerja, sebesar 3% (tiga per seratus)

untuk setiap 1 (satu) hari;

www.peraturan.go.id
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2. terlambat masuk kerja, sebesar persentase
tertentu = sebagaimana  tercantum = dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

3. pulang sebelum waktunya, sebesar persentase
tertentu = sebagaimana  tercantum = dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

4. Pegawai yang tidak berada di tempat tugas
(antara waktu masuk kerja dan waktu pulang
kerja) tanpa penugasan atau izin tertulis dari
atasan langsung, sebesar 2% (dua per seratus);

5. tidak melakukan rekam kehadiran pada saat
masuk kerja, sebesar 1,5% (satu koma lima per
seratus) untuk setiap 1 (satu) kali kejadian; dan

6. tidak melakukan rekam kehadiran pada saat
pulang kerja, sebesar 1,5% (satu koma lima per
seratus) untuk setiap 1 (satu) kali kejadian.

b. dikenai pemberhentian wuntuk sementara atau
dinonaktifkan, dengan ketentuan:

1. bagi Pegawai yang diberhentikan untuk
sementara atau dinonaktifkan karena terkena
atau terlibat kasus hukum dan/atau sedang
menjalani masa penahanan oleh pihak yang
berwajib, diberlakukan pengurangan Tunjangan
Kinerja sebesar 100% (seratus per seratus)
terhitung sejak ditetapkan keputusan
pemberhentian sementara; dan

2. jika berdasarkan putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b angka 1 dinyatakan tidak bersalah,
Tunjangan Kinerja bagi Pegawai tersebut
dibayarkan kembali pada bulan berikutnya.

(2) Pengurangan Tunjangan Kinerja dihitung secara
kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar

100% (seratus per seratus).

www.peraturan.go.id
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(3)

(4)

(5)

Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a tidak diberlakukan, jika memiliki

alasan yang sah dan memenuhi ketentuan prosedural
penyampaian alasan yang sah sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Menteri ini.

Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

meliputi:

a. cuti yang dibuktikan dengan surat keterangan cuti
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

b. alasan lain yang dituliskan dalam surat permohonan
izin atau pemberitahuan yang disetujui oleh atasan
langsung paling banyak 1 (satu) kali kejadian dalam
1 (satu) bulan.

Surat keterangan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) huruf a harus disampaikan kepada pejabat yang

menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari

kerja sejak hari pertama mulai cuti.

Pasal 9

Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a

terdiri atas:

a.
b.

C.

(1)

cuti sakit;

cuti tahunan;

cuti bersalin;

cuti alasan penting; dan

cuti besar.

Pasal 10

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberlakukan

pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:

a. sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat
belas) hari dipotong sebesar 0% (nol per seratus) per
hari;

b. sakit selama 15 (lima belas) sampai dengan 12 (dua

belas) bulan dipotong sebesar sebesar 1,5% (satu
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koma lima per seratus) per hari; dan
c. sakit lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan
18 (delapan belas) bulan dipotong sebesar 3% (tiga
per seratus) per hari.
(2) Pelaksanaan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus melampirkan surat keterangan sakit yang
dikeluarkan oleh dokter sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, diberlakukan pengurangan

Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol per seratus).

Pasal 12

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, diberlakukan pengurangan

Tunjangan Kinerja sebagai berikut:

a. Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin untuk
persalinan anak pertama sampai dengan Kketiga,
pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 0% (nol per
seratus); dan

b. Pegawai yang melaksanakan cuti bersalin untuk
persalinan anak keempat dan seterusnya, pengurangan
Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. bulan pertama sebesar 30% (tiga puluh per seratus);
2. bulan kedua sebesar 40% (empat puluh per seratus);
dan

3. bulan ketiga sebesar 50% (lima puluh per seratus).

Pasal 13
Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti alasan penting
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, diberlakukan
pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
a. selama 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari,

pengurangan sebesar 0% (nol per seratus); dan
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selama lebih dari 2 (dua) hari dipotong sebesar 2,5% (dua

koma lima per seratus) per hari.

Pasal 14

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti besar sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, diberlakukan

pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:

a. bulan pertama sebesar 50% (lima puluh per
seratus);

b. bulan kedua sebesar 75% (tujuh puluh lima per
seratus); dan

c. bulan ketiga sebesar 90% (sembilan puluh per
seratus).

Penghitungan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terhitung sejak tanggal cuti tersebut dilaksanakan.

Pasal 15

Pengurangan Tunjangan Kinerja diberlakukan kepada Pegawai

yang mendapatkan nilai prestasi kerja pada tahun berjalan di

bawah nilai baik, sebagai berikut:

a.

Pegawai yang mendapatkan nilai prestasi kerja pada
tahun berjalan dengan nilai cukup, pada tahun
berikutnya  kepada  Pegawai  tersebut  diberikan
pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 25% (dua
puluh lima per seratus) dari Tunjangan Kinerja yang
diterimanya,;

Pegawai yang mendapatkan nilai prestasi kerja pada
tahun berjalan dengan nilai kurang, pada tahun
berikutnya  kepada  Pegawai  tersebut  diberikan
pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 50% (lima
puluh per seratus) dari Tunjangan Kinerja yang
diterimanya; dan

Pegawai yang mendapatkan nilai prestasi kerja pada
tahun Dberjalan dengan nilai buruk, pada tahun
berikutnya  kepada  Pegawai  tersebut  diberikan
pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 75% (tujuh

puluh lima per seratus) dari Tunjangan Kinerja yang
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diterimanya.

Bagian Kelima

Penambahan Tunjangan Kinerja

Pasal 16
Penambahan Tunjangan Kinerja diberikan 50% (lima
puluh per seratus) dari selisih Tunjangan Kinerja Kelas
Jabatan di atasnya bagi Pegawai yang mendapatkan nilai
prestasi kerja sangat baik.
Penambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan pada awal bulan tahun

berikutnya.

BAB IV
PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 17

Tunjangan Kinerja setiap Pegawai dibayarkan
berdasarkan:
a. Kelas Jabatan;
b. penetapan daftar penerima Tunjangan Kinerja; dan
c. perhitungan Tunjangan Kinerja sesuai dengan

ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
Pegawai yang menduduki jabatan fungsional dan
merangkap jabatan struktural, dibayarkan Tunjangan

Kinerja yang menguntungkan.

Pasal 18

Dalam hal terjadi perubahan Kelas Jabatan bagi pejabat
struktural, penyesuaian Tunjangan Kinerja dibayarkan
pada bulan berikutnya terhitung sejak terbitnya surat
pernyataan melaksanakan tugas.

Dalam hal terjadi perubahan Kelas Jabatan bagi pejabat
pelaksana dan  pejabat fungsional, penyesuaian
Tunjangan Kinerja dibayarkan pada bulan berikutnya

terhitung sejak terbitnya surat pernyataan melaksanakan
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tugas.

Pasal 19

Bagi Pegawai yang pindah tugas pada instansi lain, Tunjangan

Kinerja dibayarkan oleh instansi yang baru.

(1)

(2)

Pasal 20

Tunjangan Kinerja calon PNS dibayarkan sebesar 80%
(delapan puluh per seratus) dari jumlah Tunjangan
Kinerja sesuai dengan jabatan yang akan didudukinya.

Dalam hal calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dari jabatan fungsional berdasarkan peraturan
perundang-undangan sudah disumpah menjadi PNS
Tunjangan Kinerja dibayarkan 100% (seratus per

seratus).

Pasal 21

Pegawai yang melaksanakan tugas dinas kantor dibayarkan

sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah Tunjangan

Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan yang diduduki.

(1)

(2)

(1)

Pasal 22

Pegawai yang berasal dari luar instansi Kementerian
Agama yang diperbantukan atau dipekerjakan di
Kementerian Agama dibayarkan sebesar 100% (seratus
per seratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja sesuai
dengan Kelas Jabatan yang diduduki selama Tunjangan
Kinerja tidak dibayarkan di instansi induknya.

Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Kementerian Agama
yang diperbantukan atau dipekerjakan di instansi lain
dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus) selama
Tunjangan Kinerja tidak dibayarkan di instansi tempat

yang diperbantukan atau dipekerjakan.
Pasal 23

Pegawai yang melaksanakan tugas Dbelajar atau

pendidikan dan pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan
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dibayarkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari
jumlah Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan
terakhir yang diduduki sejak terbitnya surat penugasan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku

mulai bulan ke tujuh sampai dengan kontrak selesai.

Pasal 24
Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang diangkat sebagai
pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi,
dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja
pada Kelas Jabatannya dengan tunjangan profesi pada
jenjangnya.
Dalam hal tunjangan profesi yang diterima sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) lebih besar dari pada Tunjangan
Kinerja pada Kelas Jabatannya, dibayarkan tunjangan
profesi pada jenjangnya.
Tunjangan Kinerja bagi dosen dan guru PNS yang belum
bersertifikat pendidik dibayarkan sebesar 50% (lima
puluh per seratus) dari Kelas Jabatannya.
Tunjangan Kinerja guru yang diangkat dalam golongan II
(dua) dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus) dari
Kelas Jabatannya yang disetarakan dengan Kelas
Jabatan 5.
Ketentuan lebih lanjut mengenai selisih Tunjangan
Kinerja bagi dosen dan guru PNS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris

Jenderal.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 25
Pelaporan kehadiran dan capaian kinerja dilakukan
secara berkala setiap bulan.
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh pejabat yang menangani rekam

kehadiran.

www.peraturan.go.id



2019, No. 580

-14-

Pasal 26
Tunjangan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri ini dibayarkan terhitung mulai bulan Mei 2018.

Pasal 27
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran
Tunjangan Kinerja Pegawai ditetapkan dengan Keputusan

Sekretaris Jenderal.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pemberian,
Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai
pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 920), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Mei 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11
TENTANG

TAHUN 2019

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
PADA KEMENTERIAN AGAMA

BESARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA KEMENTERIAN AGAMA

o | KELAS JABATAN TUNJANGAN KINERJA
PERJABATAN
1 17 Rp29.085.000,00
2 16 Rp20.695.000,00
3 15 Rp14.721.000,00
4 14 Rp11.670.000,00
5 13 Rp8.562.000,00
6 12 Rp7.271.000,00
7 11 Rp5. 183.000,00
8 10 Rp4.551.000,00
9 9 Rp3.781.000,00
10 8 Rp3.319.000,00
11 7 Rp2.928.000,00
12 6 Rp2.702.000,00
13 5 Rp2.493.000,00
14 4 Rp2.350.000,00
15 3 Rp2.216.000,00
16 2 Rp2.085.000,00
17 1 Rp1.968.000,00

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
PADA KEMENTERIAN AGAMA

PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA
KARENA TERLAMBAT MASUK KERJA

TINGKAT LAMA KETERLAMBATAN PER
KETERLAMBATAN SERATUSTASE
(TL) PENGURANGAN

(%)

TL 1 1 menit s.d < 30 menit 0,5

TL 2 31 menit s.d < 60 menit 1
TL 3 61 menit s.d < 90 menit 1,25
TL 4 2 91 menit dan/atau 1,5
tidak mengisi daftar hadir
masuk kerja

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN
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LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUELIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
PADA KEMENTERIAN AGAMA

PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA
KARENA PULANG KERJA SEBELUM WAKTUNYA

TINGKAT PULANG LAMA MENINGGALKAN PER
SEBELUM PEKERJAAN SEBELUM SERATUSTASE
WAKTUNYA (PSW) WAKTUNYA PENGURANGAN

(%)

PSW 1 1 menit s.d < 30 menit 0,5

PSW 2 31 menit s.d < 60 menit 1
PSW 3 61 menit s.d < 90 menit 1,25
PSW 4 2 91 menit dan/atau tidak 1,9
mengisi daftar hadir pulang
kerja

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

www.peraturan.go.id



